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ABSTRAK

Dalam hubungan kerja ada supmu kesepakatan vang disepakan oleh kedua
belah pihak berupa perajian kena atau kontrak kega. Hal ini juga berlako pada
kontrak kerja pepawal setempal (local staff). Belakangan banyak temadi pelanggaran
atas kontrak kerja vang terjadi anlara pepawai selempat {local staff). Permasalahan
vapg mau dibahas adalab: beotuk pelangearan kontrak vang terjadi sntara pegawsl
setempat (lecal séaff} dengan perwakilan Republik Indonesia khususnya kasus antara
pegawat setempat (focal staff) dengan konsulat jendral Ri ¢ Chicago, kekvatan
mengikat dari suatu kontrak terhiadap pelangparan atas kootrak antara pegawai
setempat (focal siaff) denpan perwalalan RI upaya Indonesia dalam mengatasi
senekera dan pelangegaran atas kondrak antars pegawai setempat dengan perwakilan
k1. Disimpulkan dalam sctiap kontrak yang 1erjadi hams terdapat kKlausul-kiausul
vang menjelaskan hak dan kewapban para pithak vang terlibat didalamnya. jugas
mengatur sanks atas sctiap pelanmamn-pelangeaman yang terjadi. Dalam  schush
komtrak juga mencakup cam-cara vang dilakukan untuk menvelesatkan  schuah
sengketa, Adapun metode vang dipunakan penelitian hukom normatif atau doktnner,
yvailu mengpunakan hakam pasihl dan bahan hokem lain yang mencakup penelitian
terhadap asas-asas hukym, sejarah hukem dan perbandingan hukwm ofch karena itu
tititk berar penelitian ini tertuju pada penclitian kepustakaan yang berarti lebih banyak
mencliti dan menelagh data sekunder yang diperoleh dan penclitian fidak diperlukan
hipotesiz. Hasil penelitian menunjukan adanya pelanggaran terhadap kontrak kena
vang terjadi antara pegawal setempat (foca sl denpan perwakilan BRI serta upava
pemerintah untuk menpatasi pelangraman-pelangearan tersebat,



BAR I
PENDATIIULIIAN
A. Latar Belakang

Status dari perwakilan diplomatik sudsh  mendapat pengakuan dari bangsa-
bangsa sejak zaman lampay vaitu bangsa-bangsa kuno. Hal mana dapat kita ketahui
dari pernyataan yang terdapat dalam pembukasn Konvensi Wina tabun 1961 tentang
Hubungan-Hubungan Diplomatik ({diplomatic  refations) bahwa: Recalling  thar
peaples of all natfons from ancient time have recognized the stotus of diplomatic
agents,’

Adanya kebiasaan untuk mengirimkan perwakilan tetap di luar negeri baru
menjadi kebiasaan umum dalam abad ke-17. Sebelum ini utusan-utusan diplomatik
vang dikirim ke luar negeri dengan tugas tertentu, misalnya untuk suatu perundingan
dengan negara lain maka dikirimlah utusan-utusan diplematik stan duts dan sesudah
perundingan selesai. perutusan tersebut tersebut pulang kembali ke negerinya, dengan
demikian pengiriman duta hanya bersifal sementars.

Kemudian setelah perdamaian Westphalia tahun 1648, mulailah dikirim serta
diangkat duta-duta,” Pengiriman duta-duta tetap ini merupakan svatu suatu keadasn
baru sebab biasanya yang dilakukan ialab, pengiriman duta tidak tetap, Sesuai dengan

perkembangan negara-negara, dan bertambahnya jumlah negara-negara baru yang

Pembukzan Konversi Wina tenvling Hubunean Diplomadik § Yiense Comveniion on
 Duplomiavie®elations] tahun 1961
© L Badri, Perwakilar Diplomatih dan Konswler, Tinames, Jakara, 1960, hal, 16.dikutip dan Ly
Suryvone dan Muonir Ariscendha, Metaor Dipfomartit Kelebuln dan Keblstimeweran, Angkasa,
Bandung, 1984, lal §,



merdeka sekarang ini maka. diperlukan perwakilan diplomatik yang permanen dan ini
suatu hal vang biasa dalam hubungan internasional.

Di zaman modem sepert sekarang ind, nepara-negara mempunyai perwakilan-
perwakilan diplomatik di negara lain vang mempunyai hubungan diplomatik dengan
negara tersebut. Adapun tingkalan-ingkatan perwakilan diplomatik menurat Fienna

Convention on Diplomatic Relation 1961 vaitu, dalam pasal 14 ditetapkan sebagai

berikut:
i Duta-duta besar. nuncious dan lain-lain kepala perwakilan vang
diakredilir pada Kepala MNegara.
2. Minisier Plenipotentiory dan Eivoy Extraordinary, Tnternuncios yang
diakreditir Kepala Mopara.
z] Charge o affairs yang diskreditir kepada mentri luar negeri.

Selanjutnya dalam pos-pos diplomatik, terdapat pula tingkatan-tingkatan
diplomatik sebapai berikut™;

L. Amibasvador atau Duta Besar

7 Minister atan Duta

X Minister Councellor

4, Sckretaris |1

5. Sekretans (1

f. Sekretaris HI

Edv Suryono dan Munir Avisoendba, fkum Dialomarik Kebehalan din Keistimewaan, Angkasa,
~ Bandung, 1986, hal 19,
" dbied



7. Atase

Disetiap perwakilan-perwakilan vang ada mempunyai pegawai-pegawai
pembantu baik pegawai yany bersifat diplomatik dan mon diplomatik vang berugas
untuk membantu ketja pejabat-pejsbat diplomatik dan pejabat-pejabat konsuler
karier, pegawai-pegawai non diplomatik yang berwarga negars asing yang diangkat
di Indoncsia (focally regrutted nondiplomatic stafi” of Joreign nationaliny), veng
mempunyai kekebalan terbatas tindakan-tindakan dalam hubungan dengan tugasnya,
vaity

i Pegawai-pegawai tata usaha

i, Pegawai-pegawai teknis

. Supir dan lain-lain

Dalam hal inilah pegawai-pegawai terscbut vang dikenal sehagai pegawai
setempat (focal staff). Pegawai setempal (local staff) merupakan, karyawan yang
bekerja di perwskilan [ndonesia di loar negri vang bersifat mon diplomat atay
seseorang vang dipekerjakan pada spatu perwakilan untuk melakokan tugas-tugas
tertentu. Pegawal setempat terschut terbagi atas ;
a. Pegawai setempat bangsa Indonesia terdiri dari®

1. Yang akan kembali ke Indonesia dalam wakty pendek, termasuk pegawai
vang berdasarkan kontrak kerja denpan  Deparemen Luar Megeri dan

dipekerjakan di perwakilan sebagai pegawai setempa

" Ibid, hal 88
Fazal [ Nomor 45376717 Pedoman Pentluran tentang Pepawal Lokal Pada perwakilan BI 40 Luar
Megeri

il



2. Yang kembalinys ke Indonesia tidak ditentukan atau terhubung sesuatu hal
tidak akan kembali ke Indonesia, termasuk vang telah lama bermukim di
negara sctempat.

b. Pegawai selempal bangsa asing terdiri dari';

1. Pegawai setempat bangsa Indonesia harus dapat menginsvafi, bahwa suatu
wakiu mereka akan kembali ke Indonesia.

2. Pegawail setempat bangsa asing haruslah di pandang sebapai seorang buruh
vang mencari nafkah untuk dapat hidup dan mencari keuntungan sebesar-
sehesamya.

Pegawai Setempal diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Kepala
Perwakilan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Luar Nfgeri"-'._ serla
pedoman dan tota cara penganghkatan dan pemberhentian pegawai setempat diatur
lebih lanjut oleh Menteri Luar Wegeri® dan pepawai setempat diangkat dengan
perjanjian atau kontrak vang di buat antara perwskilan dengan pegawai tersebut.
Perjanjian tersebut mengikat ke dua belah pihak (pacta suni servanda™). Semua
aturan yang ada dalam perjanjian étau kontrak yang ada wajib di jalankan oleh kedua
belah pihak, sampai tercapainya wjuan dari perjanjian tersebut Apabila terjadi

sengketa ataupun pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang merugikan salsh satu

foid.

Fazal ZE (1} Kepresan Presiden RBepublik Indonesia Mo LO8 tzhin 2003 tentang Crrpnnizasi
Ferwakilan Republik Indonesio di Luar Megern

Pasal 28 (2) Keputusan Presiden Republik indonesia Mo 108 mhan 2003 lentang Crpanizasi
Ferwakilan Republik indenesia di Luar Megeri

Fasal 26 Konvensi Wina fentang Perjanjian Intemaional { Pienng Corvention o the Law af Troaties)
=hun | 96%
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BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Asas pacta sunt servanda mempunyal pengarub yvang sangat besar yang
menyebabkan para pihak terkait pada perjajian sebagaimana hal ini terlihat
dalam kasus pegawai selempal dengsn perwakilan Bl diluar negeri berupa
kontrak diantaranya adalah. kasus penuntutan pesangon mantan pegawai
setempat KJRI Chicago dengan Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI)
di Chicago. Disamping itu juga ada kasus pelangpamn terhadap isi perjajian
menyanghut  pembenan dana pensiun pada Konsulat Jendral  Republik
Indonesia (KJRI) di Los Angeles. Kasos lainnya menyangkut Pembayaran
Tunjangan Telepon Rumah Dinas Home Staff Tidak Sesuai Dengan peraturan
Yang Beclaku di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Rivadh,
Dalam sctiap kontrak wvang terjadi harus terdapat klavsul-klavsul yang
menjelaskan hak dan kewajiban pars pihak yang terlibat didalamnva, juga
mengatur sanksi atas setiap pelanggaran-pelanpgaran vang terjadi dalam
schuab kontrak jupa mencakop cara-cara untok menvelesaikan  sebuwah
sengketa. Kekuatan mengikat sebuah perjanjian memaksa para pihak uneuk
mematuhinya hal ini terbukti pada perjanjian yang terjadi antara pepawsi
sctempat (ocal! staff) dengan perwakilan Republik Indonesia. Seperti kasus
sdr. Kemal Attaturk dengan konsulat jendral R1 di Chicapo, veng mana KJRI

Chicage harus membavar pesangon bagi wvang  bersangkutan. 1al ini
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disehabkan kedua belah pihak terkait dengan perjajian tersebut vang apabila
dilanggarakan menimbulkan persenghetasn dan sanksi

Persenghketasn yang terjadi harus disikapi dan diatasi oleh pemerintab dengan
tindakan-tindakan yang benar melalui upaya-upaya tertentu. Upaya-upava
tersebul haruslah sesum dengan Ketentuan-ketentuan yang telah ada, Yaitw
menyelesaikan sengketa secara damai berupa perundingan, mediasi, arbitrase,
tapi tidak hisa melaw pengadilan intermasional karena subjek hukumnya
bukan nepara. Adapun upaya-upava vang dilakukan dengan menyerahkan
pelanggaran terschul pada instansi yang berwenang dalam hal ini Departemen
Luar Negeri, menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan perjanjian vang

ada.

Saran

Sebaiknya semua ketentuan vang telah discpakati bersama dijalankan dengan
itikad baik, Prinsip pactz sunt servanda merupakan salah satu asas penting
dalars sebuah perjanjian secars umum dan perjanjian intemasional khususnya.
untuk untuk tercapainya hal-hal yang diperjanjikan maka para pihak harus
menaati sepala klausa-klausa vang ada dalam pecjanjian terscbut. Agar tidak
terjadi persengketaan vang tidak diinginkan,

Apabila terjadi sengketa baiknya diselesaikan secara baik dengan jalan damai
agar semua pihak Gdak merssa dirgikan. Apabils sengketa melibatkan

sebuah negara sebaiknva negara tersebut yang menvelesaikannya,

L
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